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TENTANG

FTDOMAN TEKNIS PEF,IGELOLAAN BARANG MILIK DAERAI.{

DET*GAI\I ft.AI.IMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

["lenimbang : a. bahwa dalani melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (2) peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perigelolaan Barang Milrk
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan rnakud huruf a diatas perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Katingan.

I'1eng ingat : 1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang penjualan Rumah
Nqeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokokpokok Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor tO4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aZB6);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Ncmor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran negra Nomor a3B9);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOO4 Nomor !25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor g Tahun

2.

3.

4.

6.



f0{,;5 ierlaic irat;:i::lta1 i'eiati-ji'an F€n:ti.ti-,t4,;, itr,.canli uniei:g-
Li-.:Lng f1nr,l;': : l;r-U' l-'li leni;l,C Pf rLlL-;;i'.;i' A.l;-. i. ;,Ca.r,! L':,a,,.',-
il+;;icr 32 Tarurr li',i-14 tEilarrc Pe r-,.€fifiiah;l i");eiai, i'1er,'jaci ljr'iarc-
U;c,at,<-, iLe:tiL;'i1 lr5u;r; Repuuirx li,c{.:-''-'ra lai.,- ri il,C5 N{)::,::
iulS" lanib,al-er L-€ilbaran l',iegara Repubiik inccnesia lion-ior a5a8);

7- i-incang-urceng irorlcr 33 Tahun 2CA4 i-entang Perinbangan
Keuangan ;irtai-a Perrei-iirtah Fusat dan Pen-rerii--:lahan Daerah

{rembarar-. i{eqara,aepubiiik indcnesia Taliun 1999 I'Jomor i):6,
Ta nr ba I'ia ; : Leni i-ra ia n i.,{a ra Repun ii k IndC;neSl a l.J Onr or- 44 3 8) ;

8. Peraturarr Femerinian ltjomcr.i6 Tahuit i97i lentanc Pen;ualan
Keniaraa:: Peioraiigan Dtnas l.'iiiik ii:;ai-a (Leri-,bara,r \ecara Reoublix
lndonesia Tal;r.rn ':-97i Ncnroi 59, Tambahan Ler,rbaran Negara
Republik indonesia ilomor 2967);

9. Peraturan Penrer-intah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Runrah Negara
(Lembaran t jegara Republik indonesia Tahun 7994 I'Jomor 69,
-[ambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nonror 3573)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemei"intah Nomor 31

Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 1994 tentang Runrah Negara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a515);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Len:baran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 36a3);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 4503;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 2O,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a609);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daearah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repoblik
Imdonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

15. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 7974 tentang Tata Cara
Penjualan Rumah Negeri;
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lolenetapkan

i 6. i'ir:iLriLrSari Fi€!lden !.i:l,ut,tis Iri,-.c,-lesia iic:rcr- S-il =ai,i.::', :il,r3
i.ji:,.:.i.:irr:(ll]l?i,I)--.j;|:.3aZ?.!i€,.'c.l'a;:-.E,l'.:'...-;..
i€i;"if::ini;ir,.Len^,barar; i,.rei;ra !ie:,uL:ilr incar,tesia Tai..uit 2ii0: :,,:,:,r.t,, ,

:.2C, Tar;l;z-rar, l-€r'-rita'a;i \ecara [iepublil.r ]rdonesia i\.,iti.-;i i-r_ri)
i':5agaitr;,i a teiah rll uDai.i beberapa kaii, terakhir Cengan Pr:r'ai-ula;l
pr-rs;len loroilioi- 35 T:i-:un 2CC6 tentang Peruiiahan keen;nr ara:,
kerliusan ?i'e::icen l.rcn-rcr 3C I al,un 2,113 teirtai^,c Peic:-ri;rr
l'ir,;;i;21: ?ar arrc Ce:, :.:,.; Pe :-er i:rtah;

i7.;2r).;l;yr.n ;'i,'.r,-r, laj;,,-r l;t;eri l.Ja:-::J:' 5 Tei:i:n '!?g7 iri,riiril
Tuniu'tai': Fer:-i'-\€ndanaf':al dan i-utitutan Ganil R.UCi f'eiaI{rai Cail
;ria'.e rii; D;e ,ei-:;

i8. l'(eputusan f'"l€n'.eri Dalan-i l{egeri i\onior 42 Tahun :CCt r-Eitar'r
FeComan Penyer-ahan Bai-ang dan Hutang Piutang pacla Daeran vang
Baru Dibeniuk

19. Keputusan l''ienteri Dalani Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang
Sistem Informasi [lanajernen Barang Daerah;

2C. Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 ientang i\omcr
KoCe Lckasi cjan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten Kota;

21. Keputusan ltlenteri Daianr i,-egeri Nomor i2 Tahun 20C3 tentang
Pedoman Penilaian Barang Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2C0*? tentang
Crganisasi cjan Tata Keqa Departemen Dalam Negeri;

23. Peraturan Flenteri Dalam Negeri No.7 Tahun 2006 tentang Standarisasi
Sarana dan Prasarana Keqa Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomcr 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

-r/ 25. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI KATiNGAN TENTANG PEDOMAN TEKHNIS
PENGELOLAAN BARANG M]UK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Bupati iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sislem Negara Kesatuan Republik lndonesia
(NKRr);

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara
Pemenntahan Daerah,



i:. 3r:f;aii ecz.iah Eupati Keiirltlarl.

.. ilpRD aCaiah De *,ai: pg;ii,r;i'r.;i2ir F.ai'.ir;i 'Jac:ai' i.eij!C:ter Kaiingan'

5 satuan il.eria Feiallcka: laei"a: si.reLtlri;-i\ra cis,ingr..a'L SKFL adalan itreia:cka" i;Cfa:'
.yGng m€r-ipunyai pci aI!gera , i;isa-iCir: ceieiriir.FtsD Kabi-ri:aten i'(alingan

,a. Earang nirl:f daeral aCeiali Safiiua l.:ai-i-;ng i/ailg Clbeli atau Ciipei'oleh atas beban

ungg"iun pencapelart can L,eienla cae iai-r aia'.r pe i"cienan laln yang sah.

-i Pelgeicie tsarang Deeian Si:ieiruir.r-,'s iiser,rL: pengeloia adaiah pelaL'ai yan!

i"*"nUnO dal:e-ilarig,lLj.te ;a-\'-3D 11ar-!€iaCi'.ail kenr.lakari Can pedOmen S€!'1a

.'...?; uk en pe:'geloiaan baia:rc'l:;'ir Czijr an

3 P".:rnDai:ii: Pengeiola Bai-a:g Daerzlt s',,F1-,ii,ii'i'; '3 
jssDui pe*ibar:iu pe ngeloia aoaiats'

:C;;ra: )'.^,-rC ilenanggu:O;aria: ':enctccldtni' ;;e:.;yeiengEaleea penC€iOiaail barang

n;lik daerair yang ade pa'sa saiuan kerla perangtiai daerah:

? Fengguna Barang selanJUtnya Cisebut peilgguna adalah Pejabat Pemegang

kevuenangan pengunaan baranE milik deeran:

.i0. r,i.uase pengguna Barang adalah Kepaia Satuan t'(erja Pei'angkat Daerah atau Pejabat

yang diiun.jut< otetr pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam

penguasaannya;

'11. Penyimpan bafang rnilik daeran adalah pegawai yanE diserahi tugas untuk menerima'

menyimpan dan pengeluarkan barang;

12. pengurus barang milik daerah adalah pegarvai yang diserahi iugas mengurus barang

daerah cjalam prcies permakaian yang ada disetiap satuan kerja perangkat daerahlunit

kerja;

13. pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang

daerah yang nreilputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyaluran. pemeliharaan.

pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, sewa, pinjam pakai, keriasama pemanfaatan,

bangun guna serah, banguna serah guna, penghapusan, pemindahtanganan, penjua{an,

tukar menukar barang milik daerahltukar guling, hibah, penyertaan modal, dan

penganggaran, pengadaan,penggunaan.pe manfaatan,pengamanan dan

pemeliharaan, penilaian,penghapusan,
bpemindahlanganan,penatausahaan,pembinaan,pengawasan dan pengendalian;

i4.Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah adalah pembakuan ruang

kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan lain-lain barang yang memerlukan

standarisasi;

15. Standarisasi Harga adalah pembakuan harga barang sesuai jenis, spesifikasi, dan

kualitas dalam satu periode tertentu;

16. perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincaan kebutuhan barang milik

daerah untuk meghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang

sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang

akan dating,

17. pengadaaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah

dan jasa;

19. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari gudang induk ke

unit satuan kerja pemakai;

20. Pemeliharaan adalah Kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik

daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan
hasitguna;
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.t- ltl'*a^lLl,e^.2C7:t;l; rr-,c.212:l a'.i-r, i;ii,?!.i:l f t'r:€'13 'at', r.:''?-i1 L{lIUiusel' oa:e:c
:'c-.:?l C=.i:.y f,€:iiui.. i:s.i. a,Jl::li:::e;,'a C'it i -.af l"a': -:.i'.a i 'r.rL

2l ?t'-r!ali-;3an ac:1ali iegiaiar-i )'etg iilei.i-rl'i.a:i ai':j.l iliiU:lJr-r3r'i'rL:;se il":ii!gIn; oaianl

i-.,ti-iCFlC:a Ceit ffieI;a'reU:iahel..efi l:ere::g;":,'liiii o?e ;a ir \rIilC S€s,i-! C:iiCaar 1i;gas pcl:i
fa:-i {ulg:i Satuan Kerla PeranEkel Daerall (SKpDi '-'aiig Cersangl'.''.riarl .

23 ;e ir-ranf ae:an aiz.ieri pe ndelreQUi'rBEii taianc rililii"i C3€;'ali '{arg lioaii dipergunakail
s{js,uai aer,gan iugas poilck ierin fungsi Sal.ueil i''.€i"ia P€ran,;<:;i Daeiah iSi'1'PD) daiail
:_rt_niu( Se\1r2. Ciniaffi pal.ial, keiiasaria i-reC-raniaa]an. Car-iii.til Cira S€ie:i Cat 3an-cun

sr:;-ai-r gln; C€Igen ti,:ai'i menguiian Siaii,iS i'i€ri,iei-r;liii;,!l .

-i i',,"i :,c;,3:': i:t.;1:"izzi2r-, baiai-lg nril,i. c.=r'a', c:t;', ilf i' ia:, ():a':aIi Jr,lf:oka v"'aliu

i€iteiii'.1 0eirgan filanerima imbaia;^r ueilS ii-jnai,

!:i: ;i:..iar,-,;ar.ei alaiah pen,lrerahan penggL,lria?:, t"'ar\g er.t,ara iieri-rei'ifiiah pusat dengan
:,en1erl rian cjaerah cian anatar p€merintah ciaer-ah cialarn iai:gi"a siakiu teileniu tanpa
menei-ima imbalan dan setelah jangka waklu tersebut beraklrir diserahkan kembali
l<e1:aca penEelola.

28. Keqasai':^ra pemanfaatan adalah penda;ragunaan barang miiii. daerah cieh pihak lain

ca.am jarigka rc/al..tu terlentu dalam rangka peningkaian penerinraan daerah bukan
paiakJpendapatan daerah dan sumber pembiayaan iainnya.

27 Bangun guna seran adalah pemanfaaatan bai"ang milik daerah berupa ianah ole h pihak
lain Cengan cara mendirrkan bangunan dan/ataLi sarana berikui fasiliiasnya. kemudian
ciidayagunakan oleh pihak lain iersebut dalam jangka rvakiu iertentu yang telah
disepakaii, untuk selanjutnl,s diserahkan kenrbali tanah beserta bangunan dan/atau
sarana berikut fasilltasnya setelah berakhirnya jangka waktu;

28. Bangun serah guna adaiah pemanfaaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak
lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah
selesai pembangunan nya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain iersebut
dalam jangka lvaktu tertentu yang disepakati;

29 Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari ciaftar barang
dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskian pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari
tanggungjau/ab administrasidan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;

30 Pemindahtanganan adalah pengalaihan kepemilikan barang milik daerah sebagai
tindaklanjut dari penghapausan dengan cara dijual. dipertukarkan, dihibahkan atau
dlsertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;

31 Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan
menerima penggantian dalam bentuk uang;

32 Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang
milrk daerah yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar
penrenntah daerah alau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima
oenggantian dalam bentuk barang sekurang-kurangnya dengasn nilai seimbang;

33 Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah, kepada
pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak
lain, tanpa memperoleh penggantian;

34 Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan
pengaturan barang persediaa n didalam g ed un giruang penyimpa na n,

35 lnventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, dan pelaporan hasil
pendataan barang daerah milik daerah;
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l: !.:'!r-.,J;::,1:. 'ct.-.?.?:. : a:;ia LSal',:: eiz- :.f G.e:a:r .:i,,: ;,. 'l f ',,L' 1 ;:1:, :-€i-!!€fai.a:
aCet iCN..etie2:li !,i:ii-,C S:€CEriC Ciiai.,Satlai'ieil Cei)t.1. t:€:.1:aiz:1 -..€lli-:;l C:i:f3n {efiaZaZ

':'?.tt', 1,ei{:r, Cilti;i,.1..i:il C?ri e|el l'ra,sli ialC Cii'.€l-,arlrl:i.: Ses:;al l-r:r;e a€l-rgall SajSajat

i r.ltlii.L , l;.t 
., j,e' ;; L

:7. Fe:icattatan a1z;ea Kegiatan aleu tindakan tr€ngencel;ar C?ia{r, a.,€ii3,-rrrjsarl baranE
a?^eizn;eiar:: Ile :':ur. :tsi,<. adminisiraLii;e dan iincai.aii uIe\i3 i:t.tkur:.

38 Fer:'balraii Sj:iriS iii-j{Ljri adeiah S€lia;r perUDeheniiii-,Cair.arr lnirui-}1 Oaii perrier'iniah
i?:.?!. )i ,:- ,-'; li:-.1.;li.J:'r iiir,?C,t-,.? pi:r-ulalrelt Si;lr'- 11-'.sr;rsil1ai i:rr,CrjeSaan a1 aS.

ierarie c;:,"iar-, .

3,: t-.a;lcneilit:i-' 3,j.:j;aii i:rCake;r n]e;^rchapus baranc;::ii:r., il€.ecI3i'Ceeieh Can daiiar
iraiarE .1.:.i-i!ra[] rrei-rei:lii suiai kepuiusan car i:clabai ],eng nen1,enang uniuk
r--r.- iil;':iesl.r,r i.r€ir!guf ia dan/aiau kuasa LlengEuna baiairg ca.,'a*.au L€rrg€loia barang
,raii ianEounc ia'cal acjrninisii"asr daa fisik atas bai-ang yang beraCa dalam
Peng Ll a Sa e I^r n\/a

.4C. Prnyenaan mcdal oemedntah daerah aaalah pengaliiran kepemiiikan barang miiik
daerah yang semuia nierupakan kekayaan yang ticiak dipisahkan ir:enladi kekayaan
!/ang iririsahkan unluk diperliitungkan sebagai moda,/saharn daerah pada badan usaha
milik l"iegara. badan usaha nrilik daerah atau badan hukunr iainnya;

4.i Penaiausahaan acjaiah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi,dan
peiaporan barang nrilik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

42. Ini,entarisasi adaiah kegiatan untux meiakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan
barang rnilik daei"ah :

43. Penilaian barang adalah Proses pekerjaan seorang peniiai atau tim penilai dalam
memberikan estimasr dan pendapat atas nilai ekonomis pada saat tertentu terhadap
barang daerah sesuai standar penilaian yang diakui Pemerintah;

44.Daftar barang pengguna yang selanjutnya di singkat DBP adalah dafLar yang memual
data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna;

45.Daftar barang kuasa pengguna yang selanjutnya di singkat DKBP adalah daftar yang
memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing kuasa pengguna;

46. Standarisasi sarana dan prasarana keqa pemerintah daerah adalah pembakuan ruang
kanlor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang
memerlukan standarisasi,

47. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuaijenis, spesifikasi dan
kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu;

48. Sensus Barang Daerah adalah Kegiatan penghitungan dan pencatatan barang daerah
yang dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun sekali,

49 Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/ pemakaian/ pemanfaatan barang
daerah kepada pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan
berupa uang sewa;

50. Pembinaan adalah segala sesuatu atau kegiatan untuk jangka panjang melalui
pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise:

51. Pengawasan adalah Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai
kenyalaan yang sebenamya mengenai pelaksanaan tugas dan atau kegiatan apakah
sesuai dengan semestinya atau tidak;

52. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan dinas yang dipergunakan untuk
pelaksanaan tugas Pejabat Negara;
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53. lierrcaiaen Cperasicr',at J:iras aiaiaii Keniaraan ilil;s )ai',Q i l,t-L.r'e!.r.1 r-ini:-:ir

i<eter1!ar: CrnaS i'uiiil ireiii-r;i liacrali a'iau CperaSiCi,; f'a-,1.; i.a:: - -.':::3;-"'
i^'f , rc rc

i4 Rurlal i-',inaS ;;:eizlr ir;t.;-,ati, l"i-:;lli'. ;1e; \'ene; Cli:.e i'3la cle h !-,r€l-'er'r,ie;- - i-''- il - i(;ralli ;jie s

iuiitili )e1et?it. t'UrI3l-i ir-siir'i:i,/l-ijfiali dtr;aS d€fi ataU [Urll2L If g;j\'.:i

!asai 2

lelgieli-.;a:ri iiraiig n';ijjli r.r'::rr.1 :iajl:);C;ijr bagia;: daii penqejiiaan kt]L;r-::,:-;;'r i:;ti;Il li;il;
aiiaks.:lar:af r Siliiit i€l.iii:,4:''.:ar-i le;t!Elci;;an ha;anq i.-'iilii'l i'Jei:aia

F-- 
--l 

_"

(1) Earang i'i;;ik Da=rzh rlr,:iji,r:ii:

a. barang yang dibeii atai-r cip€rcleh atas beban APBD; dan

b. barang yang berasaioari peroiehan lainn'1a yanE sah;

(2) Barang sebagainrana oimeksuo pada ayat (1) huri.:f b meliputi:

a. baranq yang dipei-oleh dai-r hibahlsumbangan atau yang seienis;

b. ba;-ang yang diperoleh sebagai pelaksanaan ciari perjanlian/kontrak;

c. barang yang diperoleh bei-r:asarKan ketentuan undang-undang; atau

d. barai-ig yang cjiperoieh ber-dasarhan putusan pengad;lan yang ielah mempe:-oleh
kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

(1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas 'iungsicna!, kepastian
hukum, transparansi dan ketei-bukaan, efisiensi, akuntabiiiias, dan kepastian nilai.

(2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi:

a. perencanaan kebutuhan oan penganggaran;

b. Pengadaan

c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;

d. Penggunaan

e. penatausahaan;

L pemanfaatan;

g. penganranan dan penreliharaan;

h. penilaian;

i. penghapusan;

j pemindahtanganan;

k. pembinaan, penga\,!asan dan pengendalian;

I. pembiayaan; dan

m. tuntutan ganti rugi.
BAB II

PEJA.BAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5

(1) Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah
berwenang dan bertanggungSawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan
barang milik daerah;
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, -:',' r'.t:,4,: l)aeian Sebacai ;l€i.lec;rili iiei:j-iasa3:,1 pengejolaar-t \ZrZi'Q n,rl lr aeerZi:,
n^i(:i-i-ipu nyai weY-Ienail9 :

;. r',en..'rapKair kebi;akan pericelclaan baranc niirk daer-ah;

t. ,:-.:::e'ta[,kar] p€iroguiiaar, , L1c::,e;r':ailLar atau per:iindahtangairait ianah Car
bangunan;

.. ixeneiapkan kebijakan penqamanan barang milik daerah;
c. ir-i€nEajukan usul penrinCahtaricanai balang mrlik daerah yang memerlul-ian

persetujuan Derryan Pernaiiilan R.aki'ai Daerah;

e. nrenyetujui usui peminclahtanganan dan penghapusan barang niiiik Daerah sesuai
bai:as ker.,renanga n nya; dan

l. meriyetujui usui penranfaatan bar-ang miiik daer-ah seiain tanah danlatau banctunan.

(2) Sekretaris Daerah selaku pengelola, berivenang dan bertanggungjawab:
a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daei-ah;

b. nieneiiti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/pe,-arvatan baranE milik

ri: or: h .
uuLr e r r/

d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang
milik daerah yang telah diseiujui oleh Kepala Daerah;

e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
f. melakukan penga!/asan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

(3) Kepala Dinas/Sub Dinas Aset/Umum/Unit pengeiola barang milik cjaerah
bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah
yang ada pada masing-masing SKPD;

(4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna baranq miiik daerah,
berwenang dan bertanggung jawab:

a. mengajukan rencana kebutuhan ba;-ang milik daerah bagi satuan kerja perangkat
daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola;

b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan
barang milik daerah yang drperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang
sah kepada Kepala Daerah melalui pengeiola;

c. melakukan pencatatan dan inventarisasl barang milik daerah yang beracja dalam
penguasaannya;

d. menggunakan barang mjlik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat
daerah yang dipimpinnya;
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i,:€r1,,€lei-iCCai'aan 'aLrcaS iC(lk Cen irj,:C:'i Seiiiar Ii:ila pa':-'',9r,ai C.-=; .:'' , -: '-

:ipiit-lir;i-xi,,,a i'epaca 1..€i;:lz,jcr:;-iit r:raia;i:r i,ti-tqr:lcla:
l-' . ne,aiiiii'.ai-, i€nga\!asafi ian ti:i,Lrr-i,-l: tci. zi.<. :r-:-.cg!lnaal-r bei'ang miiik a3a::':

.:.-,,i ;c: -l; :nr n4,\-rrr(::-... : llr,)C,Ju OUc UL. (,rl P\"uuLJUsir '\vr

r. rrei,.\,usuri az|t ntair);fr,f)aii.,;r Lai,c,rar, Beiar-ic Per:g!una Seiresieran ii-5rj' .--''
.apJran Earang Penggu;la Tahuna: ilSil) \,anE berada cjaiam penguasa:ri-:\:
kepada pengelola.

(5) iiepala Unit Peiaksana Teknis Daer-ah seiaku kr:a- pengguna barang niiiik o3:':i'
ber'.'. enang dan benan._roung .iartab :

a. nrengalukan rencan.: kebutuharr barang milik oaerah bagi unit kerya \3;r:l
Cipimpinnya kepada Kepaia Satuan Kerla Perangk;t Daerah yang bersangkutan;

b. ntelakukan pencatatan dan inr.,eniarisasi barang milik daerah yang berada C;l::r
penguasaannya;

c. menggunakan barang milik daerah yang beracja da!am p€nguasaannya ui'liLrk
kepentingan penyelenggaraan iugas pokol,r dan fungsi unit kerla yang dipimpinn):;

d. nrengamankan dan memeiihara barang niilik daerah yang berada dal;nt
penguasaannya;

e. melakukan penga\,{asan dan pengenCalian atas penggunaan barang milik daerah
yang ada clalam penguasaannya; dan

f. menyusun dan menyampaikan Gporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran
(LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalanr
penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

(6) Penyimpan barang be:'tugas menerima, menyinrpan dan menyalurkan barang yang
berada pada pengguna/kuasa pengguna; C.:n

(7) Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah daiam pemakaian pada
masing-masi ng pengguna/kuasa pengguna.

BAB III
PERENCANAATq KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Fasal 7

(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah djsusun dalam rencana kerja dan anggaran
satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah
yang ada.

(2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam Rencana
Ker;a dan Anggaran Satuan Keqa Perangkat Daerah dengan memperhatikan data
barang yang ada dalam pemakaian.

(3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerla
pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan standar

9



it;ica \,.'nc Ciie:alkafi cer'aan it€'i;r,''r;:1,;:r-, Keial; Daerai-: .

{4; P:railralr r.ei;ara Daei-:r-, Cai-: i'iiriti;r.,.:sai, ii.€::}e,ai iiae.;':; i.r:i;i{,:lria'r.a Ciil',;, -.-'.1 3.;.-
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aiii:.Fl.1D) cai: F,(iL'cair; i.rri-rJlJlia:: i;t.l';:jiir;r.?:, Daral:e f":rJir' fieaii, ll (!.t'Fi:'j'l:-,1

,5) xercan" il.el-,ituhal Eaiar,! I'iiii" ijaelali ,lair -i.encana Ke3liiili-iali ili:i.i(:ill-,;:aal lieren*
i'ir;:ir Daer.ai:5€]aiaiii',;ia Cir,^rai-..,-i: i,'aCa al"'a't (f) i.'a;-r -,\'ci. i:i, SeIagai CaS<.r

i_1.i"ri.tj:,r.1,-rali l;-lenC;i^ra l.,erj; Cai'i i.i,;CAl-al'r iRi(A) ntesirig-r-i-iatilg 5;,,i-rci-, kttje f erar,Ci;..
ce *riah s€!a?oi b:nan pLil-r\/i,jsul" -': Rerc;la ./.,PBD.

i:a::a i ,$

ire.,Ctroi;, t€;Sa;l;; f'airq;uria i:t.i.,tfai:a! u:r:i F.encala t'ie:uil:i,ai-, 3ar-:i1,9 i'Jiirir

laerali rielaana Kebutun:r Faei€!:,i.r.eair 3;,'r-at,; i"'iiirk Daer-ai: il-ra:;inc-l-iasinE S(PD

diteiapkan selra-qa! Rencai-ia f(ebi;tr,l-,an Barai:e plilik Daerah (RKBI'1D) dan Rencana

Kebui-r-rhan Penieiiharaan Barai-ig i''iiiik Daerah iRKFtsMD).

Pasat I
(1) Sel"eiah APBD ditetapkan, pembantu penEeloia meiiyusun Daltar Kebuiuhan Barang i"liltk

Daerah (Dl(6i''1D) dan Daftar Kebutuhan Pemeiiharaan Barang fulriik Daerah (DKFBMD),

sebagai clasar pelaksanaan pengadaan dan pemeiiharaan barang mrlii< daerah.

(2) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daer-ah (DKBI'4D) dan Daftar- Kebutuhan Peme!iharaan
Bai-ang t'lilik Daerah (DKPBD), 0itetapkan o'enEan Keputusan Kepala Daeran.

Pasal tr"CI

Kepala Biro/Bagian PerlengkapanlUmum/Unit pengelola barang miiik daerah sesuar tugas
dan fungsinya duduk sebagai Tim Pemer-intah Daerah cjalanr penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB TV
PENGADAA.N

Pasal 11

Pengadaan barang milik daerah diiaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien,efektif,
transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 12

(1) Pengadaan barangfia- pemerintah daerah Cilaksanakan oiel-r Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Daerah.

(2) Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemeriniah Daerah ditetapkan den_can Keputusan
Kepaia Daerah.

(3) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk Panitia
Pengadaan Ba rang/Jasa.

Pasal 13

(1) Pengadaan barangfiasa pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
peru nda ng-undangan.

(2) Pengadaan barang/jasa pemerirrtah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas
keseragaman, ditetapkan Cengan Keputusan Kepala Daerah.
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Fes"=-i I5

ii) Pengguna nt€jubuat Jaoo;-an hasii peng;daer' !:arang,tasa peileiiiltah oaerah r.i.-Daca

Kepaia Daeralr melalui penEelola.

r.2) Laporan hasii pengaCaan sebagaimana crmaiisud pada a1,;1 (11, oilenckapi dokun-ren
pe;rgadaar, Larangijasa.

BAE V
PE T{ ER.IMAAT{ DAN P ENYALURAN

Pasal 16

(1) Hasii pengadaan barang diterima oleh penyin-ipan barang .

(2) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban melaksanakan
tugas administrasi penerimaan baranE milik daerah.

(3) Pener-imaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ai/at (1) selanjuinya
disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

Pasal 17

(1) Hasrl pengadaan barang milik daerah tidak bergerak diterinra oieh Kepala SKPD,

kemudian melaporkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan penggunaanya,

(2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada avat (1), dilakukan setelah diperiksa
oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, dengan menrbuat Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 18

(1) Panitia Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 14 ayat (2)
bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan
persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Ker-ja atau kontraklperTanjian dan
dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat
pembayaran.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga
berdasarkan perlanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu pen;inan tertentu.

(2) Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari Pihak Ketiga yang merupakan
sumbangan, hibah, wakaf cian penyerahan dari masyarakat.
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,,; ;':i-r';air'-;r;r rjliaan'! ;',liii c:eia:' r:'lr:l oen)'ir'tlilan ll'araria jiiai"r5*:lian':r-r 3ias i:as:i S'-'i;i
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Ee;-i:a Acata Seran Tet il-ra.

(2) r-engguria i,,,a;ib nreiapor-kar stoch atau sisa barang keDada Pengeloia meialui pembantu
g-rengeicla.

(;) iiuasa pengEUna v',ajib n-reiapcrkan stock al"au si53 bararrg kepaca pengguna.

EAB Vtr

FENGGUI\dAAT,{

Fasal 2L

Barang mili< cjaerah ditelapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas
poi..ok dan iungsi SKPD cjan dapat dioperasikan oleh pihak iain dalam rangka menciukung
pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 22

(1) Status penggunaan barang nrilik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimalcsud pada ayat
(1) diatur dengan tata cara sebagai berikut:

a. pengguna melapoi-kan barang milik daer-ah yang diierima kepada pengeiola disertai
dengan usul penggunaannya; dan

b, pengelola meneliti usul penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 23

(1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan
bahrrya tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa oengguna.

(2) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan
termasuk barang inventaris iainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna kepada
Kepala Daerah melalui pengelola.

Pasal 24

(1) Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan
untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada Kepala
Daerah, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemelihai-aan tanah dan/atau
bangunan dimaksud.

t2



i: j -r;Ieii Caniei;ij L.anC.r:-r3f: 
"'irltC 

'rlCail C1';;l naK;il SeS'.'ai i.-.:.-': t:' -r '.-E-' i- i'-",.'.: *5't--ll'.
;'.-:i',i-rl;ir;:6i.-:ii?t-i 5i;a:i,:': ili'i'!r!l1l':;:'-i;\'i i,lii d=i;ai aralill'.;ll-' kf:laCia !r'i:'l: l'r:'i;'''i:

Ell- E VlL
F Lf\'*"TA.LlSA H$'A N

F ag ia n i:c, ;-t?, t'r1? Fem i:ui<uan

Fasai ?5

(,; IrC::E;iri,a:.'i..Ur-:Se i.:li,;!"t;-,. il-.q: t;iir.;1;; i:ir,.-1a-rlaaial acn t',a-rfaI -..-^:- r :.'-..i '--'il' 'r,-,a\?.r
..e caiarr iia{tzr 3al;r-ic Pttcclr':.: ii-1oP), Dziiar. 3arari! (iasa irr:riqqlla (}E;i'itl
:-r, e : ; r u t rtl g g c; i ol-r g 3 i] C ? i, lla:j a: i i':a :- t la:l i a f-r q.

'- r- *^--nc triliF. t.e:ci' s':l:":.::ai',a Cinlek:'ud pace Fi'Er ,. , c lltllJi d;,at, 
'rzl i-Ci iLdLat.cr I uclc

Kartu inventaris Barang A,3, C, D. Edan F.

(3) Penrbanti; pengelola n"reiakukan rekapiiulasi atas p€ncatatail dai-, ptrrdaftaran baranc

1:iiik ciaelair sebagaimana dimai'.SUd pada ayat (1) dalarn Daltar- Bar-ang l'liiik Daerah

(DDMD).

Pasal 26

{i) Fengguna/Kuas: Pengcuna menyimpan doi<umen kepemilikan bai-ang milrk daerah seiain

tanah dan bangunan.

(2) Pengelcla nrenyimpan selrrruh ciokui-r,en kepenriiikan tanah danT'atau ba'-igunan miiik

pemeriniah daei-ah.

Baglan Kedua

Inventarisasi

Fasal 27

(1) Pengelola dan pengguna melak-nakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun
sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk inventaris beserta rekapitulasi
barang milik pemerintah daerah.

(2) Pengelola bertanggung jawab atas peiaksanaan sensus barang milik daerah.

(3) Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(4) Sensus barang milik daerah Pr-ovinsi/Kabupaten/Kota, dilaKanakan serentak seluruh
Kabupaten Katingan.

(5) Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah selesainya sensus.

(6) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah.

(7) Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerlaan
dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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i2) Laiorai-i Ea:'ang i-iriik Da=i:ar-, s'ib;-Ez'rrai-;a Ciiirar'.suc daiam Pasal 2E ayat (3), cjigunakarr

s€ragei bahan unttik menirusun n€raca Perieriniah Daerah'

(3) Lapci-an sebagairr,ana dirnaksud peCa ayat (i), ciisampaikan secara beqeniang'

Fasai 3*

Urrtuk r:-renrucjahxan pendafiaran dan pencaiatan seria peiaporan barang mrlik daerah

secai-a akurat dan cepai sebaEaimaiia dimaksud daiam Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28,

mempercunakan aplikasi Sisiem Informasi l,lanajeireri Barang Daerah (SIMBADA).

8A6 \IIII
PEMANFAf{TA.t{

Bagian Pertarna
Kriteria Pemanfaatan

Pasaf 31

(1) pemanfaatan barang miiik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah

dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengeloia.

(2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD,

dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

(3) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak
dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan f ungsi SKPD,

dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

(4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis
dengan memperhati kan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum'

Bagian Kedua

Bentuk Pemanfaatan

Pasal 32

Bentuk-bentuk pernanfaatan barang milik daerah berupa:

l-1
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{2) Earang n-riiik Caer-an yanE disevvakan, iidak me:rbah sta-.us keceniiirilan bai-ang daei-al-i.

(:) peii,eiiaan barang niilik daei-alr 3ei-upa tanai Can,.atau l;angunai-r diidksanakan oleh

p€rigeicia seteiah mendapat persetu]Uan dari Kepala Daer-ah'

(4) penyervaan barang milik daerah atas sebagian ianah daniaiau bangunan, selain tanah

cianiatau bangunan yang masih dipergunakan c,leh penggLina, diiaksanakan oleh

pengguna setelah mendapat perselujuan dari penEelcla'

(5) jangka \ryakfu penyewaan barang miijk daerah paiing lama 5 (lima) tahun dan dapat

diperpanjang.

(6) penyewaan dilaksanakan berciasai-kan surat perlan;ian ser',:a-m€il!evi13,!?og s€kurang-

I<urangnya ntemuat:

a. pihak-pihak yang terikai dalam perianjian;

b. jenis, luas atau jumlah barang, besai-an se\,^/a, dan jangka lvaktu;

c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeiiharaan selama jangka

naktu penyewaan; dan

d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(7) Hasil penerimaan se\,/a disetor ke Kas Daerah.

Pasal 34

(1) Pemanfaatan barang milik daerah selain dise'"vakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

33 ciapat dikenakan retribusi.

(2) Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Pinjam Pakai

Pasal 35

(1) Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah
dan/atau bangunan, dapat dipin;ampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

(2) Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selarn tanah
dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala

Daerah;
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yr'3i(lu Peil-rinjanian; dan

e. pers,varaian iain ;,apg dianggap periu.

Sagian Kelinta
Kerja sa rna Fema nfaa ta n

Pasal 36

Ker-jasarna pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain cjrlaksanakan cialam rangka:

a. tr'iengopiirnalkan daya guna dan hasil guna baranq milik daerah;dan

b. Meningkatkan penerimaan cjaerah

trasal 37

(1) Kerlasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sebagai berikut:

a. Kerjasama pemanfaatan barang milik daer-ah atas tanah dan/aiau bangunan yang

sudah di serahkan oleh pengguna kepada pengelola;

b. Ker-jasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih

digunakan oleh Pengguna;dan
c. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah seiain tanah dan/atau bangunan.

(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapatkan pei-setujuan Kepala Daerah.

(3) Keqasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan c, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapatkan persetujuan pengelola.

Pasal 38

(1) rerjasama pemanfaatan barang mjlik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana daiam APBD untuk memenuhi

biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang perlu dilakukan terhadap barang

milik daerah dimaksud;

b. mitra keqasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan

mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk
kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
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c. besaran pen:bayaran kontribusi tetap dan pembaEien keuniungan hsil ke4asama

pemanfaatalr Citetapkan dari hasil perhitungan tim ya*g diletapkai: c'ieh Kepala

Daerah; dan

d" pembayaran kantribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama

pemanfaatan disetcr ke kas daerah setiap tahun seiama iangka waktu

pengoPerasian.

.{2} Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan penEumuman tencei-/leiang, dibebankan

pada Anggaran Penciap;tan dan Eeiari;a Daerah.

{3) Biaya yang berrenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusur'}an surat pet3an;ian,

ko*suitan pelaksana/pengawas, dibebankan pada Pihak Ketlga'

{4) Selam: ;angka waktu pengoperasian, mitra keryasama pemanfaatan dilarang

rnenjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi obyek keqasama

pemanfaatan.

(5) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paiing lama 30 (tiga puluh) tahun sejak peqanjian

ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Pasal 39

Setelah berakhir jangka waktu ke:-jasama pemanfaatan, Kepala Daerah rnenetapkan status
penggunaan/pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

tsagian Keenam
Bangun Guna Serah

Pasal 40

(1) Bangun Guna Serah barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan
pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

b. ianah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Kepala

Daerah; dan

c. tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan

bangunan dan fasilitas dimaksud.

(2) Bangun Guna Serah barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Pasal4l
(1) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan

meng i kutserta ka n seku ran g-ku ran gn ya 5 (l i ma) peser[a/pemi nat.

(2) Mitra Bangun Guna Serah yang tetah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian,
harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarannya ditetapkan
berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah;
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(7) Barrgun guna Serah uliiaksanakan berdasarkan surat perjanllan yang sekuranc-

kui-angnya nieniuat:

a. pihak-pihak yang terrkai cialam per;an;ian;

b. cb;ek bangun guna serah;

c. .langka v;aktu bangun guna serah;

d. hak dan kertajiban para pihak yang terikat dalam per;anjian; cian

e. persyaratarr lain yang ciianggap periu;

(s) izin mencirikan bangunan bangun guna serah atas nama pemerintah daerah.

(9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tenOerllelang, dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat

Perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang'

(11) Seielah jangka italtu pendayagunaan berakhir, objek bangun guna serah terlebih

dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemer-intah daerah sebelum

penggunaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah'

Bagian Keenam
Bangun Serah Guna

Pasal 42

(1) Bangun serah guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. pemerintah daer-ah mernerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan

pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka

penyelenggai-aan tugas pokok dan fungsi;

b. tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Kepaia

Daerah; dan

c. tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan

bangunan dan fasilitas cjimaksud.

(2) Bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaGanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
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(3,) C;;ek bangun se;-;h cLrI'ia s€]ageiinai-la d jmaksud paia avat i- ) l-rLlr -:' i--, ber!i;
serlifrkat hak pengeloiaan milrk pemerintah daerah'

(a) Ob;ek bangun serah EUna ber-upa tanah trdak bolel-, cli;adikan ;aminan hutang,/

d iag un ka n.

(5) l-tak guna bangunan di atas hal.; p€ngelolaen nrilik pemerintah daerah, dapai di;adikan

jamiien utang/ciiagunkan dan dira<sanakan sesuai ketentuan pei-aturan perundang-

undangan.

(6) Jangka rryaktu bangun se;-ah guna paiirig lama 30 (tiga puluh) iahun se;ak per;anjia;r

ditandatangani.

(7) Bangun serah guna Cliaksanakan be:-dasarkan surat peqanllan yang sei'(ui-anc-

kurangnya memuat:

a. pihak-pihak yang terikat dalam perlanjian;

b. objek bangun serah guna;

c. jangka waktu bangun serah guna;

d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan

e. persyaratan lain yang dianggap perlu;

(B) Izin mendirikan bangunan bangun Serah guna atas nama pemerintah daerah.

(9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman lelang, dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

(10)Biaya yang berkenaan denqan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian,

konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.

Pasal 44

Bangun Serah Guna barang milik daerah diiaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan hasil Bangun Serah Guna kepada Kepala

Daerah setelah selesainya pembangunan;

b. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai

jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perlan;ian; dan

c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih

dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum

penggunaannya ditetapkan oieh Kepala Daerah.
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Fasal 45

(1-) pengelola, pengguna danla-r-au liuasa pengguna wajib nrelakukan pengan'ianan barang

miiik daerah yang berada cialam penquasaannya'

(2i Penganianan ba;-ang miiik daerah sei:agairnana dir-naksud pada ayat {1), meliputi:

a. pengamanan administrasi meiiputi kegiatan pemi;ukuan, inver:tarisasi, peiaporan dan

penyirnpanan dokumen kepenri lika n;

b. pengamanan fisik untuk mencegah teryadinya penurunan fungsi barang, penurunan

jumlah barang dan hilangnya barang;

c. pengamanan fisik untuk tanah cian bangunan di{akukan dengan cara pemagaran dan

pemasangan tanda balas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan Cara

penyimPanan dan Pemeliharaan; dan

d. pengamanan hukum antara lain melrputi kegiatan melengkapi bukti status

kePemiiikan.

Faset 46

Barang milik dae:-ah bei-upa tanah harus disertifikatkan atas nar:-ra Pemennlah daerah'

sarang milik daerah be;-upa bangunan hai-us diiengkapi dengan buKi kepenrrlikan aias

nania Penrerintah Daeran.

(3) Barang milik daer-ah seiain ranah dan/atau bangunan ha;-us dilengkapi denqan bul'tt

kepemilikan atas nama penrerintah daerah.

Fasal 47

Barang m jlik daerah dapai diasuransikan sesuat kemampuan keuangan daerah aart

diiaksanakan sesuai ketentuan pei-atu ran perundang -unda ngan'

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 48

(1) Pembantu Pengelola, penggun a danlatau kuasa pengguna bertanggung jawab atas

pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya.

(2) Pemeiiharaan sebagaimana oimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar

Kebutuhan Pemeliharaan BaranE Milik Daerah (DKPBI'4D)'

(3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

Pasal 49

(1) pengguna danlatau kuasa pengguna wajib membuat Daftar Hasil Pemelihai'aan Barang

dan melaporkan kepada Pengelola secara berkala.
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(2) Pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada
menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yanE dilakukan dalam
anggaran.

(3) Laporan hasil pemeliharaan sebagainrana dimaksud ayat (2) dUadikan
evaluasi.

AABX
PENILAIAN

ay'at {1i dan
1 isatu) tahun

sebagai bahan

Fase i 1;Ir

i;er-ri:eral baralc rriiik 'icr:;a:-l cir;;i,ri]i:i-, ,lalerr railiit; ll€.:vuSUrr,3L ntiec; Penierirtrah
L'a,:.a;,, L.-.,ir;.lrfa;lan d:l le:i^rri,iahi;r.:arai-i i;r-ai,c il ,iii< ii;tlaii.

[:asai 5i
Penetapan niiai 

'har-ang 
nriiik Caeran dalair: r-angi,.; p€nyusLlnan nereca Penrerintah Daerair

diiaruilan dengan berpedoman paca :.ctandar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Fasai 52

(i) Peniiaian barang milikCaerah seSagaimana ciirnai'.sud Caiam Pasal 5C, diiaksanakan oleh
tini yang ditetapkan oleh Kepaia Daerah dan dapat meiibaikan perriiai inriepenclen yang
ber-serlifikat dibidang peniiaian aset.

(2) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk
mendapatkan nilar v',a;ar cjengan esiii^nasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak
(NroP).

(3) Hasii penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
denqan Keputusan Kepala Daerah.

BA.B XI
PEruGF{APUSAf,[

Fasal 53

Penghapusan barang milik Daerah meliputi:
a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa pengguna; dan
b. Penghapusan dai-i Daftar Barang tvtilik Daerah.

Pasal 54

(1) Penghapusan barang milik daerah sebagainrana dimakud dalam Pasal 53 huruf a,
dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam
penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna.

(2) Penqhapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pa-l 53 huruf b,
dilakukan da{am hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi
pemusnahan atau karena sebab-sebab larn.

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan Keputusan
pengelola atas nama Kepala Daerah.

(a) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan Keputusan
Kepala Daerah.

2l



Pasal 55

If i Penqhapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pernusnahan dilakukan apabiia

' ' 
barJng milik daerah dimaksud:

a.tidakdapatdtgunakan,tidakdapatdimanfaatkandantidakdapat
diPindahtangankan; atau

b. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan'

,?) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan oleh pengguna dengan

keputusan aa.i perijelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah-

i3) pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam

Berita Rcara pemuinat an dan di[porkan kepacia Kepaia Daerah'

*fiB )ll.I
F r H. M DAi{T E" hl G,6. tt A_ft

fasat 56

i.1) Eeftng n-,iiji< dae;-ah ),arrg sudaii rlrsak dan tjcax capai dipei-qunakan' dihapus dari

Dafrar-lnventaris Barang Miiik Daerah'

2)Fenghaousansebagaimanadiirlaksucpadaa,r;at(1),ailaksanakairsesuaikeientuan
perundang- undangan.

'3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana cjimaxsud pada ayai (2) dan masih

' ,l"*plnyai nilai ekonomis, dapat ciiiakukan melalui:

a. peielangan umum/pelelangan terbatas; cjan/atau

b, disumbangkan atau dihibahkan kepada pil-rak lain'

,.1) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat (3) huruf a' disetor

ke kas Daer-ah'

Bagian Pertama
Bentuk.BentukPemindar'tanganandanFersetujuan

Pasal 57

3entuk-bentuk pemlndahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang millk

laerah, rreliPuti:

r. Penjualan;

r. Tukar menukar;

. Hibah; dan

l. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah'

Pasal 58

1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 '

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan

Perwakilan RakYat Daerah, untuk:

1)



i:.':err;il Cen/aia" barrci:riar; Can

:-).q:ialr;arai-tCzi,,,zi?t)13irciill3ii,inJri,;t'r,rair*;-:li';a-r;R:'r5'i''-rtt{-''L;ii''-ri;i;il:a
: i.:1 r,'';:;'-',.

il,, I.:riii',,,-iiti;iicail;,r,- Szrzrig rr-riiii daerah be:-ui:a 1:zr'ai' i:;'rleiau 3;'il!i-iililr-i :d:11'qalil;;:a

.:il-i.lcilsuC i.:aca;,"ai. (i) l.,url1 a, Vai-,E iidail r.reileriUi...l-, ie:se".Uli.,rarj Dt-:.,.,,a1 lrerlvak.iian

i:rai<','i1 )ae:'ah, aPabila :

;.!l:,:];l.lii'3at,:..cesueiie:.c;t.'lal.ruangvltle'',-hala1]i-jeii;ia,i:rf:.e;
:t-,a:u!aii-'ilu5!.;nkai-e.z?'fiJQZtiZil'-'ni';kbalct:r't;-rpe'"cc;::l-lt:i-:'i;iiijiseti;i''a;l

':--, : i ;, lr-i c c i'. :.-r i:-le i: pi:i': i ii':; ! i i-c I^''

... 1.';€:ir-:.ll{\31 Li-a' ft:'ef'', 1q-i-:i;

c cipei,,intuk'tan Da!1 keoeniingarl UllUini csir

:. {rii,.ijasar neEara bei-casarkan keputusan peioadiian l/anq :el:1-1't.ll'l'l' 
kel,'iia'iarr

hukLlnteiapdanlataubercasai-kanketentuanperundang-Uncangan/yang;rkastalus
Ntpentilikannya iipe|tahankan iidak la'vak se'ai-a ekcnrr'iis'

Pasal 59

pen-rindantanganan barairc milik oaer-ah ber-upa tanah oanT/atau banqunan sebagaimana

diriraiisucj calam pasat Sg iyat{2), ditetapkan dengan Keputusari Kepaia Daerah'

Fasai 6$

pernindahtanganan barang mifik ciaerah seiain tanah cian/aiau bangunan yang bernitai

sampai dengan np.s.ooo.oo0.00c,00 ltima mitiar rupiah), dilakukan oleh pengelola setelah

mendapat p€rsetujuan Kepala Daerah'

Eagian l/.edua
Penjualan

Fasal 61

(1-) Penjuaian barang milik daerah diiaksanakan ciengan pertimbangan:

u.untukoptimalisasibarangmilikoaerahyangberiebihaiauicjle;
b. secara ekonomis {ebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; cian

C.sebagaipelaksanaanketeniuanperaturanperundang-undangan.

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hai tertentu'

(3) Pengecualian sebagalmana dinraksud pada ayat (2) meliputi :

a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;

b. Pen;ualan rumah golongan iII; dan

c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih laniut oleh pengelola'

(4)Tatacarapen;ualanbarangmilikdaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(3),
dilaksanakan seiuai dengan ketentuan perundang-undangan'

,-l



F*ragraf 3"

Fertjueia* Ke*daraarr Percrafi*ar: &inas

Pasal 62

{1}Fen3uatankendaraanp€]-Orangandi*assebagair:^lanadimaksuddaiantPasalslayat(3)
ht,ruf a, Oilat<sanJi<l* l*suui d-engan ketentuin peraturan perundang-undangan'

(2)Pen;ualankendaraafiperorangan"dinasyangdipergunakanolehPeiaLlat|{egarayang
berumur 5 {lima) tahun leblh, dapat- Cijuur- 1 {sa;} unit kepada yang bersangkutan

seteiah nra- iabaiannya berakhir'

Paragraf 2

Fenjualan xendarafn Dinas Operaslonatr

Pasal 63

Penghapusan/Pen3ualan Kendaraan Dinas operasional:

(1) PenghapusanlPenjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari :

a. Kendaraan dinas operasional; dan

b. Kendaraan dinas operasional khususliapangan;

(2)KendaraandinassebaEaimanadimaksudpadaayat(1)hurufayangberumur5(lima)
tahun teoih, aaplia,#prr daridaftar inventaris barang milik daerah.

(3) Kepala Daerah menetapkan lebih laniut umu.r kenda''aan dinas operasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dengan memferrratikan kondisi daerah masing-masing'

ra] peniualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' dilaksanakan setelah

t-' 
;il;il;Ju.i Jurtut inventaris barang milikdaerah'

(5) penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana.dimaksud pada ayat (1) huruf a'

dilakukan metalui pelelangan ,*u*- Oinlaiau pelelangan terbatas yang ditetapkan

dengan KePtirusan KePala Daerah'

Pasal 64

(1) Penghapusan/penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

'-' telaf, berumur 10 (sepuluh) tahun lebih'

(2) Penjualan kendaraan dinas operasianal sebagaimana dimaKud dalam Pasal 63 ayat (1)

huruf b, dilakukan melalui petetangari'u,,1n'luou pelelangan terbatas yang ditetapkan

dengan KePutusan KePala Daerah'

(3)Penjuatandan/ataupenghapusankendaraandinassebagaimanadimaksuddalamPasal
63 ayat (r) sudah ada-kendaruun pungg.nti danlatau tidak mengganggu kelancaran

pelaksanaan tugas-

63 ayat (1) huruf b, Yang

-1LA



n....'^," '-'l --
i'r:'L;L'ril '

F'en-l';a ia r: fi; r"'rn;.: t:; ii i nas fi;":i'z l

l:;rs:i {i5

ill f(eiel:'. il;eiai,:xerti.-ai-l;i^; i,'oitrr':;;1-r i'ui-r-l;|-j riir,as c'ae:-ah st:s']i: c€rrcai' p*'ci:r':"

ilt;'U naa iC-'J frCi l!'l ii '

i2i l-.,r.1,e!:lcri!:al.1 l.1i1-iah cll.as jat'ral.. r.,].i,c:ill.;.,a::;.]]n.|;(5ljc :;{r. a\ei ;]), i..c.:ical-i :

,.). l-Ln;il iila.',, i;traf-: cCilCnLr;::-l I {ri,ln-'ar-' ti:;-'i;l).

1., :-:jL-r,ji-r a'i:e! Ca.-:ria'ii aaiCirC;ji-; ,j.i il-i-:l"ilef i;q;l5ii; Cal

. -;ja.',z., C,.,',-.-c Ci::r-' ar''Jf'CZi,:.; ':'a:'i':lZi;-' pe!;r'a "

Pasai 6l:

i1) Fluniaii dinas d:erah golongan i i'ariE sucah tidak sesuai dengan iungsinya sebagai

akibai acanVa pr:rubahar-i sirukiur oi'gai-risa:qi cjan/atau sudah acia pengganti yang iain,

capat oii-ubah statusn'/a rnen.ladi ruri^rah ciinas cjaerah golcngan ii.

i2) Rumah iinas daerah golongan jl .dapai dirubah siatusnya menladi r-umah drnas

goiongan III, kecuali yang tei-letak di suatu kcmpleks perkantoran.

(3) Fr.unrah dinas caerah qoiongan iI dapai diiucah statusni/a menjadi runrah dinas daerah

golongan i untuk memenuhi kebutuhan rUrl-rah jabatan'

trasal 67

Rumah dinas,laerah yang dapat diiualbelikan atau disewakan, dengan ketentuan:

a. Rumah dinas daerah golongan II yang telah dir-ubah golongannya nrenjadi rumah dinas

golongan IIL;

b. Rumah dlnas daerah golongan IiI yang teiah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;

c. peeiawai ),ang depat membeli aCalah pegev/ai yang sudah mempunyai masa k€rla i0
(sepuluh) tah,un atau lebih dan beium pernah membeli atau memp€rcieh runrah ciengan

cara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat;

J. Pegawai yang dapat membei! rumah ciinas Caerah aCalah penghuni yang pemegang

Surat Ijin Penghunian yang dikeiuai-kan oleh t(epaia Daerah;

3. Rumah dinas daerah dimaksud tjdak sedang dalam sengketa; dan

i, Rumah dtnas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah

Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuat

dengan peraturan perundang-u ndangan.

Fasal 68

i1) penSualan rumah dinas daerah golongan IIi beserta atau tidak beserta tanahnya

ciitetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan

oleh panitia penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.

2) penjuatan rumah dinas daerah golongan iII sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

3) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disetor ke kas daerah.
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Pasal 69

Felapa-n hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar

O*utupf.un dengan Keputusan Kepala Daerah setelah harga

bangunannYa djlunasi'

Inventaris barang nrilik daerah

penjualan atas tanah daniatau

ireraiii";:{ 4 - -
rlt:itrte:al.1i{ai{l..t.agTar:;ii.,d:,ni;',rar;fi;rgi.:rta*dei-'!an$r,irtiSiitgi

Fasai 7C'

{-1.; i::.:::^iLiri-r-i.ierrc?-i-izi: rjalenc r;ri;r c?ifZil Lr€i-ui:' rZiian ccn 
'-Lcrj 

L;x!unan n-reiaiui

l,n'.-1,::t.:'- l-,;{ a'i; ,ll-' ;il,i' '.'r;, 1:-72'" :'*"1'S€: Ct'-';:':r ir:"'i r-'1:'r'':il^' n'iij.tc'J{li'LinCk;:''

-- -.--iL-.;(: ci..

i.l) Per:itlr-l9ai-] oerkir;an niiai t,;fian caniaiau bangilnan sebagairiana dimaksud pada ayat

ii), dengan nr"n-lfiri utikan irjilat Ju:i obyei< 
"rziak. 

dznla',au Har-ga Umunr setenlpei

yang iilalir.rkan oieh Fanitia Penaksii yang dibentul< cenEan Kei:utusan Kepa!a Daerair

atalr dapai rjilakukan o{eh Lenrbaqa inoependen yang [-'er-sti'ri{ikat dibidang penilaian

a 5CL'

(-l) pr-cses peiepasan hak tanah daniatau bangunan sebagainrana cirtaksud pada ayat (i)'

ciilakukan dengan pelelangan/tenCer'

Fasal 71

(i) Ketentuan sebaqaimana dimaksud dalam p:::1,'0 iidak berlairu bagi pelepasan hakatas

tanafi untuk kavlinc perumahan pegat'tai negerr'

(2) Kebijakan pe{epasan hak atas ianah kavling untuk pegawai negera ditetapkan oleh

Kepala Daer"ah.

Paragraf 5

FenjuatarrBarangMilikDaerahse!aii.'Tanahdar.rlatat'.t
Bangunan

Fasal 72

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah daniatau bangunan dilaksanakan oleh

'-' penietoia setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah'

(2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;

b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai

dengan kewenangannYa;

pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan

peniuatan yang ciiajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya; dan

untuk penjualan yang memerlukan pssetujuan Kepala Daerah atau Dewan

Perwakilan Rakyat DaJrah, pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan

C.

d.

- pertimbangan atas usulan dimaksud'

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan

sebagaimana Oi*"GuO pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan

repa'la Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

(a)HasilpenjualanbarangmilikdaerahdisetorkeKasDaerah.

lt)



f;agia;'i Ket-iga
Tuhai J4*l:'*ik'ar

VzszlTS

{1) TLrkal n€n{rkai i.l-i:Zr:l;..rilii!,. c;ei;t.: ciiai.sa:,ar:aI.] Ctilq:;] D.l-iinlbailC;|,;

Z. ur.ti:ir ;.r.et:.,,:i1,.;1i l.'.:l'.iti.li:;lii Cfeia:.i.,ial ir.il',,,eii:rlL ]c:?3!-] i.{:,i1-t€I;lial-iet;

A. i-ii,1.ui ollllilaiisas' 'J'3i-c1llc fl-ri!ii: cairair; oai-'

a. iic-i'r tei:-'ei-rd c3i:S leiar"t il-:;;lar-ai' ?'z:t.,z?at?t ial Eei::ii;;' llrtl;'::-:

i2;i-uirari--rr.en'Jkaib;r-al!i:"ilr'ot-:tzitCZC)z'tCiia?'lrl'laiSei're'ri;iLar':
a. Pemer-inlah PJ:;:';i'-lgan ':';:l 'er-iitan Da€iah;

5. Ar,'ra; Pemeiit'ran l'oei ai-';

c,BadanUsahal.liiikit.egaia/Daer..ahatauEadanHukumii,iiiikpemerintahiainnya;
d. Slvasta.

Fasat 74

{1) Tukar- menukar barang miiik daerah dapat berupa:

a.tanahdanla|aubangunan',vangielahdiserahkanoien{epaiaSKPDkepadaKec,ala
Daerah rnelalui Pengelola;

b. tanah can/atau bangunan yang masih dipergunakan untui'r penyeienggar-aan tugas

pokokdanfungsipenEgunatetapl-ticatse-suaidengantataruangrnlilayahatau
Penataan kota; dan

c. barang milik ciaerah selain tanah dan/atau bangunan'

(2)Tukarmenukarsebagaimanadimaksudpadaayat.(1-),dilaksanakanclehpengelola
setela h *"ncaoai pei_ietuj uan Kepa! a Daerah ses ua i batas ker""ena ng an nya'

Fasat 75

Tukarmenukarbarangnrilikdaerahsebagaimanadirnaksucj.dalam?asalTlayat(i)hurufa
Oin nuruf b, dilaksanJkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengelola mengajukan usul iukar menukar tanah dan/atau bangr'rnan kepacia K'epaia

Daerah disertai alisan/pertimbangan dan kelengkapan ciata;

b.TimyangdibentukdenganKeputusanKepala.Daer-ahmenelitidanmengkaji
alasan/pertimbangan perlunya tukJr nrenukar tanah dan/atau bangunan dari aspek

teknis, ekonomis dan Yuridis;

syarat sesuai peraturan yang berlaku' Kepala Daei"ah dapat

*tuk *"nyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yangc. Apabila memenuhi
memPertimbangkan
akan diPertukarkan;

d. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan

f.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
- ^^r^:^ +rn=r.r Asr batas

Pengetolamelaksanakantukarmenukarselaintanahdanbangunansesual
kewenangannya setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah; dan

pelaksanaan serah terirna barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan

dalam Berita Acara Serah Terima Barang'

e.
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Fas*f 7S

Tukar menukar barang n-riiik daerah sebagaimana dimaksuci dalai^n pasal 74 ayat i1) hur-u{ c

OiuLtnutun Cengarr ketentuan sebagai berikui:

a.p€nggunarnengajukaatisul.iukarmenukarkepadape;rgeloladisedaialasandan
nertimbarrgan, keiengkapan data can r,a*r pengkalian Panitia yang ditetapkan dengan

KePuiusan KePaia Daerah;

b. oengeloia menelitr dan mengkaSi alasanipertinrb;ngan.perlunya iukar menukar tanah

daniatau bangunan Ca'i aspti tek'nis' ekoncmis dan yuriciis;

C. apabita memenuhi syalal sesuai peratura* yarlg oerlaku, pengelcla clapat
L' 

Iie,i',pe,tlnrbangkan untuk menyetujui sesuai batas ke*'enafl Ean nya;

d.p€nggufiame{aksar-iakantukarmenukarsetelahnrendapatperseiujuanpengeiola;dan
e.pelaksanaanserahterimabarangdituangkandaiamBeritaAcaraSerahTerirnaBarang.

Fasai 77

{1)TukarmenukarantaraPemerintahPusatdenganpemerintahdaerahdanantar
pemerintah daerah apabila terdapat selisih nilai lebih' maka selisih nilai lebih dimaksud

daPat dihibahkan;

(2) selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan

dalam Berita Acara Hibah'

Eagian KeemPat
Hibah

Pasal 78

{1)Hibahbarangr-nilikdaerahdapatditakukandenganpertimbanganuntukkepentingan
sosial, t 

"ugu*uu;,'k"*unutiuan, 
dan penyelenggaraan pemerintahan;

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.bukanmerupakanbarangrahasianegara/daerah;
b.bukanmerupakanbarangyangmenguasaihajathiduporangbanyak;dan
C'tidakdigunakanlagidalampenyelenggaraantugaspokckdanfungsidalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah'

Pasal 79

Hibah barang milik daerah beruPa:

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala satuan kerja perangkat

daerah kePada KePala Daerah;

b.tanahdan/ataubangunanyangdariawalpengadaannyadirencanakanuntuk
dihibahkan;

Pasal 8O

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Daerah setelah mendapat pei'setujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunan

dagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayai (2)'

,a



i2) Hibah sebagaimana dimak'sud

KePala Daerah.

r3) HiLrh sebagaiman; dimak$urj cialam

'"' ap.s.oc0,000'000,00 {linra n:ilyat^rupiah}

setelah rnendapat persetujuan DPRD'

dalamPasalTghurr.Lfb,ditetapkandenganKeputusan

Pa=l 79 huruf c 'Yang bernilai di at;s

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

{4jHibahsebagarmanadimaksuddalamPasalTghurufddilaksanakanolehpengguna' ' setelah mendapat persetujuan pengelola'

ffiagEan Helisna

Pemyertaa* F'Eedal Fernerintah Oeerah

Pasal 8L

{1) Penyer-taan nrodal Pen:erintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka

pendirian, pengembangan dan penlngkatan kine"rja ald9n usaha Milik Negara/Daerah

atau badan hukum lainiya yang dimiliki oleh Pemerintah dan swasta.

(2)BaranEmilikdaerahyangdijadikansebagaipenyertaanmodaldaerahsebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh rlpala Daerah setelah mendapat persetuiuan

Dewan Perwakilan RakYat Daerah'

(3)Penye*aanmodalPemerintahDaerahditetapkandenganPeraturanDaerah,

tsAB XIII
FEMBIT.{AAN,PEf\iGENDALIAT{DANFEn.IGAVdASA.N

Pasat 82

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan penrbinaan pengelolaan barang milik daerah'

(2)KepalaDaerahnielakukanpengendaiianpengeiolaanbarangnrilikiaerah.

(3) Pengguna Barang melakukan pemantauan darr penertiban terhadap penggunaan/

pemanfaatan, pJrinduhtunganan, penatausahaan, pemeliharaan, cjan pengamanan

but.ng Milik Daerah yang berada dl banah penguasaannya'

(4) Peiaksanaan pemantauan dan pener-tiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3)'

dilaksanakan oleh Pengguna'

(5) Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional

untuk melakukan audit tindak lanjut hrasil pemantauan dan penertiban sebagaimana

yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)'

(6) Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang nrenindaklanjuti hasil audit sebagaimana
' ' 

dima[sud pada ayat (5) sesuai ketentuan per-undangundangan.

Pasal 83

(1) Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan

penggunaan, p"*uniuatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dalam rangka

penertrban p*ggunuan, pe*uniuatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah

sesuai ketentuan Yang berlaku'

(2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola dapat meminta aparat

penga\^ias fungsio'nal untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan'

pem-anfaatan, dln pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
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/?l Hasii audit sebageimana d:maksurj pada ayat {2i disenraikar': kepada Pengeicla untuk
t" 

cti*,l"t ian3utr sisuai keientuar: pen:riciang-undangan'

BEE XIV
PEF{SX&'YAAf'6

Fasal E4

(J.}Da{ampe{aksanaantertibadministrasipengelclaanbarangmilikdaerah,disediakan
anglaranyangdibebank.anpadaAnggaranPendapatancanBelanjaDaerah'

{2}PejabaVpega\,ryaiyangmelak=nakanpenge{o{aanbarangnri{ikdaerahyang
menghasiikanpendapatandanpenerirnaandae;.ah,diberikaninsentif'

(3)Penyimpanbarangdanpengurusbarangdalammelaksanakantugasdiberikan
tunjanEan khusus yang besarannya oii.suaikan dengan kemampuan keuangan daerah

Aln Oit"t pkan dengan Keputusan Kepala Daerah'

BAB XV
TT'NTI.5TAf{ €AT{Ttr RT"IGI

Fasal 85

(1)Setiapkerugiandaerahakibatkelalaian,penyalahgunaan/pelanggaranhukumatas
pengelolaan ea.ang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan

peraturan Perundang-undan gan'

(2) Setiap pihak yang mengakibatfl klusian daei"ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dikenakan'sanki administratif ian/3tau sanksi pidana sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

BAB XVE

KETENTUA,N Li4'IN-LAIN

Barang-barartg Yang berada dalam

kepentingan Pemerintah Daerah,

Daerah.

Fasal 86

penguasaan Pemerintah Daerah dan digunakan untuk

pen!elolaannya menjadi tanggungiawab Pemerintah

BAB XVII
KETENTUAN PERALTHAN

Pasal 87

(1) Barang milik daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati Katingan ini
' ' 

wajib ;itutrtan invenLriioan diselesaikan dokumen kepemilikan.

(2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana ciimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
- 

olel-r pengguna dan/atau pengelola'
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3) Eia.va Yang timbul sebagai
pada Anggaran PendaPatan

akibat peiaksanaat.r ketentuan pada a';ai (l-]' d:bebankan

dan Belania Daerah Kabupaten Katingan'

Pasal 88

engelolaan barang milik daerah khususnya yang terkait dengan peminciahtanganan dan

,emanfaatan (kerjasarna pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna) yang

udah berjalan dan/atau sedang dalam ptoJo tJb"tr* ditetapkannya Peraturan Bupati ini'

:tap dapat dilaksanakan.

Pasal 89

ekhnis pengelolaan barang milik daerah tercantum dalam lanrpiran Peraturan Bupati ini'

EA.B XV}"II
KETENTUAf* FEr'{UTUFt

Fasal 9S

engan berlakukann,i,a Peraturan Bupati Katingan ini maka Feratui-anri(ecutusarr yartg

:engatllr tentang PenEelolaan bar-ang Daerah r.abupa'len Kaiingan dtcarili can cjinvatai'lan

iak beriaku lagi.

;ar-seiiaporangmengetahuini/ameme|.intahkanpengundanganParaturanBupatiini
!*g"n menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan'

Fasal 91

ei-aturan Bupati ini mulai beriaku paCa tanggal ditetapkan'

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal t4 PeL.'ruar"l 2009

ed#efi KATTNGAT{

Yi
{l 7;,g", ? _.--

DUWEL RAWING

iundangkan di Kasongan

ada tanggal, l{ Pebruari 2009.

It. AR]S DAEMH
KABUPA KAtrINGAN,

MAR.IAKI H

ERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OO9 NOMOR...""'

_3t


